
LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA
KECAMATAN NGLUYU TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada

Pemerintah Kabupaten Nganjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, rekomendasi mendasar yang diberikan adalah

perbaikan pohon kinerja Perangkat Daerah yang mempengaruhi pelaksanaan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Perbaikan pohon kinerja

dimaksud perlu diterjemahkan dalam komponen perencanaan strategis

Perangkat Daerah melalui proses penjenjangan kinerja dengan

mendistribusikan kinerja kepada unit-unit organisasi dan setiap jabatan dalam

struktur organisasi, serta menentukan variabel mana yang akan menjadi

tujuan, sasaran Perangkat Daerah, program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Deskripsi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah

Kabupaten Nganjuk tahun 2024 pada komponen perencanaan kinerja, bahwa

telah disusun pohon kinerja yang berangkat dari isu strategis baik level

pemerintah daerah dan perangkat daerah. Selain itu, sebagai bentuk komitmen

adanya perbaikan kualitas perencanaan kinerja, pohon kinerja yang disusun

dijadikan dasar penyusunan kinerja dari level pemerintah daerah sampai level

kinerja sub kegiatan. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu

diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Masih ditemukan beberapa penetapan kinerja pada level perangkat daerah

belum sepenuhnya ditetapkan secara realistis karena masih ditemukan

beberapa target kinerja yang ditetapkan tahun berjalan lebih rendah jika

dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya;

2. Dalam dokumen rencana aksi pada level perangkat daerah belum

seluruhnya memperlihatkan secara langsung keterkaitan antara sasaran

strategis/kinerja yang ingin dicapai dengan program/kegiatan/sub

kegiatan, hal ini terlihat dengan adanya kinerja pada



program/kegiatan/sub kegiatan tidak relevan menunjang kinerja

strategis/sasaran perangkat daerah;

3. Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyusun pohon kinerja

berdasarkan isu-isu stratgeis yang dihadapi pada level pemerintah daerah

dan juga telah dijabarkan sampai level terkecil, namun dalam

implementasinya pohon kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan ke

dalam perencanaan kinerja, contohnya pohon kinerja kemiskinan belum

sepenuhnya strategi-strategi yang dijabarkan pada pohon kinerja

terakomodir pada dokumen perencanaan kinerja berjalan sehingga

berpotensi pencapaian kinerja pengentasan kemiskinan belum optimal;

4. Meskipun telah menyusun pohon kinerja pada setiap perangkat daerah

namun masih ditemukan pohon kinerja pada beberapa perangkat daerah

penjenjangan kinerja level kinerjanya belum memiliki kausalitas atau

hubungan sebab-akibat dan bukan merupakan critical success factor (CSF)

dalam menjawab kinerja diatasnya, khususnya pada level kinerja taktikal

ke bawah.

Untuk mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, pada komponen

perencanaan kinerja direkomendasikan sebagai berikut:

1. Memastikan kembali penetapan target kinerja pada level perangkat daerah

agar ditetapkan secara realistis dengan cara target kinerja yang ditetapkan

tahun ke depan lebih tinggi/baik jika dibandingkan realisasi kinerja tahun

sebelumnya;

2. Mendorong adanya peningkatan kualitas rencana aksi pada level perangkat

daerah dengan memastikan bahwa kinerja program/kegiatan/sub kegiatan

yang dituangkan benar-benar memiliki keterkaitan secara langsung untuk

mempengaruhi pencapaian sasaran strategis/kinerja perangkat daerah;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan pohon kinerja baik pada level pemerintah

daerah yang telah disusun ke dalam dokumen perencanaan kinerja,

khususnya terkait dengan pohon kinerja pengentasan kemiskinan sehingga

strategi-strategi utama yang dijabarkan dapat secepatnya

diimplementasikan dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian

pengentasan kemiskinan;

4. Mendorong reviu kembali terhadap pohon kinerja pada beberapa perangkat



daerah terutama terkait dengan penjenjangan kinerja antar level unntuk

memiliki kausalitas atau hubungan sebab-akibat dan critical success factor

(CSF) dalam menjawab kinerja diatasnya, khususnya pada level kinerja

taktikal sampai kinerja operasional.

Sementera komponen lainnya yang terkait dengan komponen

perencanaan kinerja adalah komponen pengukuran kinerja, deskripsi evaluasi

hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun

2024, bahwa telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja

sampai ke level kinerja sub kegiatan secara berjenjang/triwulanan yang

diakomodir pada aplikasi monev.nganjukkab.go.id., namun masih terdapat hal

yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, yakni dokumen IKU formal

pada sebagian perangkat daerah belum sepenuhnya memiliki defisini

operasional yang andal, serta direkomendasikan melakukan reviu pada

sebagian IKU perangkat daerah agar memiliki definisi operasional yang andal,

khususnya pada beberapa indikator yang bersifat kualitatif dengan cara

memberikan formulasi mengenai syarat-syarat yang menggambarkan

ketercapaian indikator kinerja tersebut.

Memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada

Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 dan untuk menjaga konsistensi

dan keselarasan kebijakan perencanaan pembangunan daerah antara RPD

Tahun 2024-2026 dengan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-

2026 tahun berjalan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan

perencanaan Perangkat Daerah berdasarkan kondisi faktual yang berkembang

saat ini.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersebut

guna pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan

untuk memastikan tercapainya target secara efektif dan efisien.



b. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi

Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai

Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah untuk menjaga konsistensi dan

keselarasan kebijakan perencanaan pembangunan daerah antara RPD Tahun

2024-2026 dengan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

tahun berjalan.

Adapun tujuan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

2. Menyusun reviu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan IKU

Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;



3. Menyusun pemutakhiran ukuran dan target kinerja Perangkat Daerah

Tahun 2024- 2026.

4. Mengambil tindakan korektif atas kebijakan perencanaan pembangunan

daerah guna tercapainya target kinerja pada akhir periode perencanaan

pembangunan daerah.

d. Sistematika Penulisan

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun

2024- 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

a. latar belakang;

b. landasan hukum;

c. maksud dan tujuan;

d. sistematika penulisan;

e. rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada perangkat

daerah tahun 2024.

2. BAB II PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN
2024-2026

a. rumusan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;

b. tujuan dan sasaran perangkat daerah;

c. rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat

daerah beserta pendanaan indikatifnya;

d. penetapan IKU perangkat daerah.

3. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

a. pohon kinerja perangkat daerah;

b. reviu permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;

c. reviu tujuan dan sasaran perangkat daerah;

d. reviu strategi dan kebijakan perangkat daerah;



e. reviu rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat

daerah dan pendanaan indikatifnya;

f. reviu penetapan IKU perangkat daerah;

g. analisis konsistensi dan keselarasan kinerja perangkat daerah dengan

pemerintah daerah.

4. BAB IV PENUTUP

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2024-2026 dilengkapi dengan lampiran pendukung sekurang-

kurangnya:

1. Pohon kinerja perangkat daerah rekomendasi tim evaluasi AKIP

Kementerian PAN dan RB;

2. Matrik reviu tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2024-2026;

3. Matrik reviu rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat

daerah dan pendanaan indikatifnya tahun 2024-2026;

4. Reviu IKU perangkat daerah tahun 2024-2026;

5. Matrik konsistensi dan penyelarasan antara reviu tujuan dan sasaran

perangkat daerah dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

6. Matrik konsistensi dan penyelarasan reviu program, kegiatan, dan sub

kegiatan perangkat daerah beserta pendanaan indikatifnya dengan Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

7. Matrik pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2024-2026.



BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

a. Rumusan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;

A.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Kecamatan Ngluyu menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis

SWOT/Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada

masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal
a. Faktor Kekuatan (Strong)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan

Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas

pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab

seluruh komponen/aparat Kecamatan Ngluyu;

2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki

integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

3) Pola kerja di Kecamatan Ngluyu yang sistematik dan terjadwal

sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan

efektif;

4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan

para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang

kondusif dan nyaman;

5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang

relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–

tugas di Kecamatan;

6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan

yang tinggi.



b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum

disertai dengan adanya juklak dan juknis;

2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat

musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal

yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang

membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian

kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur

koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.

3) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara

sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam

perencanaan pembangunan yang komprehensif dan

berkelanjutan.

4) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang

diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa

perencanaan pembangunan.

5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal
a. Faktor Peluang (Opportunity)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah

tertata dengan baik;

2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan

berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan;

3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek

dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders),

termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;

4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan.



b. Faktor Ancaman (Threat)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai

kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal

tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada

masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan

No. Masalah
Pokok

Masalah Akar Masalah

(1) (2) (3) (4)

1 Belum

optimalnya

sinergi

penyelenggaraan

pemerintahan

kecamatan

1. Kepuasan  masyarakat

terhadap pelayanan publik

masih kurang.

2. Belum optimalnya

akuntabilitas kinerja

kecamatan

 Keterbatasan sarana

prasarana

pendukung

pelayanan publik

 Kekurang selarasan

antara perencanaan

dan penganggaran

dengan

pertanggungjawaban

dan evaluasi kinerja

Perangkat Daerah

Belum efektifnya koordinasi

tugas umum pemerintahan,

pemberdayaan masyarakat dan

desa serta trantib

 Hubungan

kelembagaan antar

perangkat daerah

belum efektif

 Rendahnya

partisipasi



masyarakat dalam

pembangunan

 Keterbatasan

kewenangan Camat

dalam pembinaan

pemerintahan Desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di

Kecamatan Ngluyu, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah

perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

A.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Subbab A.1 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-

permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangakt Daerah khususnya

Kecamatan Ngluyu, yang ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

2. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu

strategis pada Kecamatan Ngluyu, yaitu:

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian
kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang
Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada
di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas

kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki

posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi

yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan

non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam

mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian

tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;



2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha
di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat

dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan,

terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya

kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan

Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus

benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah

Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka

harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada

masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan

tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan

atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima

tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif

harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan

pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu

mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) Peningkatan Sinergitas Kecamatan.

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan

organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar

pemerintahan di wilayah Kecamatan Ngluyu guna mempercepat

pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas

dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna

peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan

Pemberdayaan Masyarakat.

5) Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan.

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi
satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik
maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial, perekonomian



dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian
dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat
Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan
pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan
kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga
miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas

b. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan

pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan

publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan

pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama Kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, maka tujuan dan sasaran

jangka menengah Kecamatan Ngluyu dalam 3 (tiga) tahun ke depan dapat

ditetapkan.

Adapun Tujuan Kecamatan Ngluyu adalah Meningkatnya Sinergitas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan, yang diukur dengan

Indikator Kinerja yaitu berupa Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta

indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut:



Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngluyu

No. Tujuan Sasaran Indikator Satuan

Data
Capaian
Tahun
Awal

Target Kinerja Tujuan/Sasaran

2022 2024 2025 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Meningkatnya
sinergitas
penyelenggaraa
n kegiatan
pemerintahan
di Kecamatan

- Indeks sinergitas
penyelenggaraan
pemerintahan di
Kecamatan

Nilai 61,1 63,9 78 80

Meningkatkan
kualitas
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)

Nilai 80 84,97 95 95

Meningkatkan
Ketentraman
dan Ketertiban di
Wilayah
Kecamatan

Persentase
penurunan
pelanggaran
ketentraman dan
ketertiban umum
di  wilayah
Kecamatan

% N/A - - -



Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat

daerah beserta pendanaan indikatifnya

Adapun programnya antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk

Tujuan Sasaran Kode Program/Kegiatan/S
ub Kegiatan

Indikator Kinerja
Tujuan,Sasaran,

Program (outcome),
Kegiatan (output) dan
Sub kegiatan (output)

Satuan

Data
capaian
pada
Tahun
Awal
perenca
naan
(Tahun
2022)

Target  Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Loka
siTahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi kinerja

pada akhir
periode Renstra

Perangkat
Daerah

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningkatnya
sinergitas
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan di
Kecamatan

Meningkatka
n kualitas
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)

7 01 01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Nilai SAKIP
Kecamatan Ngluyu

N
ila

i

N
/A

75
,5

0

1.
79

9.
49

2.
08

7

78 1.
83

9.
76

0.
76

8

80 1.
88

0.
83

4.
82

4

80 5.
51

5.
93

7.
67

9

S
ek

re
ta

ri
at

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 2.01 Perencanaan,
Penganggaran dan
evaluasi kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,     dan
Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah yang disusun

D
ok

u
m

en

5 
D

ok
u

m
en

5 
D

ok
u

m
en

2.
00

0.
00

0

5 
D

ok
u

m
en

2.
00

0.
00

0

5 
D

ok
u

m
en

2.
00

0.
00

0

5 
D

ok
u

m
en

6.
00

0.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

Pe
re

n
ca

n
aa

n
da

n
 K

eu
an

ga
n

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 2.01 06 Koordinasi  dan
Penyusunan
Laporan  Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD La

po
ra

n

5 
La

po
ra

n

5 
La

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

5 
La

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

5 
La

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

5 
La

po
ra

n

6.
00

0.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

Pe
re

n
ca

n
aa

n
 d

an
K

eu
an

ga
n

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 2.02 Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

D
ok

u
m

en

4 
D

ok
u

m
en

4 
D

ok
u

m
en

1.
49

3.
71

0.
08

7

4 
D

ok
u

m
en

1.
53

3.
97

8.
76

8

4 
D

ok
u

m
en

1.
57

5.
05

2.
82

4

4 
D

ok
u

m
en

4.
60

2.
74

1.
67

9

S
u

bb
ag

ia
n

Pe
re

n
ca

n
aa

n
da

n
 K

eu
an

ga
n

K
ec

. N
gl

u
yu



7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah    Orang    yang
Menerima    Gaji    dan
Tunjangan ASN

O
ra

n
g/

bu
la

n

12 or
an

g/
bu

la
n

12 or
an

g/
bu

la
n

1.
48

9.
71

0.
08

7

12 or
an

g/
bu

la
n

1.
52

9.
97

8.
76

8

12 or
an

g/
bu

la
n

1.
57

1.
05

2.
82

4

12 or
an

g/
bu

la
n

4.
59

0.
74

1.
67

9

S
u

bb
ag

ia
n

Pe
re

n
ca

n
aa

n
da

n
 K

eu
an

ga
n

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 2.02 05 Koordinasi  dan
Penyusunan
Laporan  Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

La
po

ra
n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

6.
00

0.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

Pe
re

n
ca

n
aa

n
da

n
 K

eu
an

ga
n

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 2.02 07 Koordinasi  dan
Penyusunan
Laporan  Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/S
emesteran  SKPD

La
po

ra
n

2 
la

po
ra

n

2 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

2 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

2 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

2 
la

po
ra

n

6.
00

0.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

 P
er

en
ca

n
aa

n
da

n
 K

eu
an

ga
n

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 205 Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

D
ok

u
m

en

1 
do

ku
m

en

1 
do

ku
m

en

15
.6

96
.0

00

1 
do

ku
m

en

15
.6

96
.0

00

1 
do

ku
m

en

15
.6

96
.0

00

1 
do

ku
m

en

47
.0

88
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 205 02 Pengadaan
Pakaian    Dinas
beserta    Atribut
Kelengkapannya

Jumlah  Paket
Pakaian  Dinas  beserta
Atribut
Kelengkapan

Pa
ke

t

1 
pa

ke
t

1 
pa

ke
t

10
.5

05
.0

00

1 
pa

ke
t

10
.5

05
.0

00

1 
pa

ke
t

10
.5

05
.0

00

1 
pa

ke
t

31
.5

15
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 205 09 Pendidikan  dan
Pelatihan  Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan

O
ra

n
g

2 
or

an
g

2 
or

an
g

5.
19

1.
00

0

2 
or

an
g

5.
19

1.
00

0

2 
or

an
g

5.
19

1.
00

0

2 
or

an
g

15
.5

73
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 206 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

D
ok

u
m

en

5 
D

ok
u

m
en

5 
D

ok
u

m
en

80
.3

87
.0

00

5 
D

ok
u

m
en

80
.3

87
.0

00

5 
D

ok
u

m
en

80
.3

87
.0

00

5 
D

ok
u

m
en

23
7.

01
1.

00
0

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu



7 01 01 206 01 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan    Kantor
yang Disediakan

Pa
ke

t

1 
pa

ke
t

1 
pa

ke
t

2.
95

2.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
95

2.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
95

2.
00

0

1 
pa

ke
t

8.
85

6.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Jumlah   Paket   Bahan
Logistik   Kantor   yang
Disediakan

Pa
ke

t

1 
pa

ke
t

1 
pa

ke
t

41
.3

20
.0

00

1 
pa

ke
t

41
.3

20
.0

00

1 
pa

ke
t

41
.3

20
.0

00

1 
pa

ke
t

12
3.

96
0.

00
0

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 206 05 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan

Pa
ke

t

1 
pa

ke
t

1 
pa

ke
t

2.
07

5.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
07

5.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
07

5.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
07

5.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 206 06 Penyediaan    Bahan
Bacaan    dan
Peraturan
Perundang-
undangan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan yang
Disediakan

D
ok

u
m

en

1 
do

ku
m

en

1 
do

ku
m

en

1.
80

0.
00

0

1 
do

ku
m

en

1.
80

0.
00

0

1 
do

ku
m

en

1.
80

0.
00

0

1 
do

ku
m

en

5.
40

0.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 206 09 Penyelenggaraan
Rapat      Koordinasi
dan
Konsultasi SKPD

Jumlah      Laporan
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

La
po

ra
n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

28
.2

52
.0

00

1 
la

po
ra

n

28
.2

52
.0

00

1 
la

po
ra

n

28
.2

52
.0

00

1 
la

po
ra

n

84
.7

56
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 206 10 Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis
pada SKPD

D
ok

u
m

en

1 
do

ku
m

en

1 
do

ku
m

en

3.
98

8.
00

0

1
do

ku
m

en

3.
98

8.
00

0

1 
do

ku
m

en

3.
98

8.
00

0

1 
do

ku
m

en

11
.9

64
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 207 Pengadaan   Barang
Milik   Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Barang   Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah yang
disediakan

u
n

it

13
 u

n
it

13
 u

n
it

49
.4

32
.0

00

13
 u

n
it

49
.4

32
.0

00

13
 u

n
it

49
.4

32
.0

00

13
 u

n
it

14
8.

29
6.

00
0

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu



7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel
yang Disediakan

U
n

it

9 
u

n
it

9 
u

n
it

24
.5

21
.0

00

9 
u

n
it

24
.5

21
.0

00

9 
u

n
it

24
.5

21
.0

00

9 
u

n
it

73
.5

63
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya
yang Disediakan

U
n

it

4 
u

n
it

4 
u

n
it

24
.9

11
.0

00

4
u

n
it

24
.9

11
.0

00

4 
u

n
it

24
.9

11
.0

00

4 
u

n
it

74
.7

33
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 208 Penyediaan        Jasa
Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

La
po

ra
n

2 
la

po
ra

n

2 
la

po
ra

n

23
.6

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

23
.6

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

23
.6

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

70
.8

00
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Jumlah     Laporan
Penyediaan     Jasa
Surat Menyurat

La
po

ra
n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

1.
25

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

1.
25

0.
00

0

1
la

po
ra

n

1.
25

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

3.
75

0.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Jumlah  Laporan
Penyediaan  Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

La
po

ra
n

3 
la

po
ra

n

3 
la

po
ra

n

22
.3

50
.0

00

3 
la

po
ra

n

22
.3

50
.0

00

3 
la

po
ra

n

22
.3

50
.0

00

3 
la

po
ra

n

67
.0

50
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 209 Pemeliharaan
Barang  Milik
Daerah  Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah   Barang  Milik
Daerah  pada
Perangkat Daerah yang
terpelihara

U
n

it

22
u

n
it

22
 u

n
it

13
4.

66
7.

00
0

22
 u

n
it

13
4.

66
7.

00
0

22
 u

n
it

13
4.

66
7.

00
0

22
 u

n
it

40
4.

00
1.

00
0

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 209 02 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

U
n

it

3 
u

n
it

3 
u

n
it

40
.1

93
.0

00

3 
u

n
it

40
.1

93
.0

00

3 
u

n
it

40
.1

93
.0

00

3 
u

n
it

12
0.

57
9.

00
0

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

da
n

 K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu



7 01 01 209 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang
Dipelihara

U
n

it

10
 u

n
it

10
 u

n
it

2.
90

5.
00

0

10
 u

n
it

2.
90

5.
00

0

10
 u

n
it

2.
90

5.
00

0

10
 u

n
it

8.
71

5.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 209 06 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah   Peralatan
dan   Mesin   Lainnya
yang
Dipelihara

U
n

it

4 
u

n
it

4 
u

n
it

2.
50

0.
00

0

4 
u

n
it

2.
50

0.
00

0

4
u

n
it

2.
50

0.
00

0

4 
u

n
it

7.
50

0.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehab
ilitasi  Gedung
Kantor  dan
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilita
si

U
n

it

5 
u

n
it

5 
u

n
it

89
.0

69
.0

00

5 
u

n
it

89
.0

69
.0

00

5 
u

n
it

89
.0

69
.0

00

5 
u

n
it

26
7.

20
7.

00
0

S
u

bb
ag

ia
n

U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 02 PROGRAM
PENYELENGGARAA
N
PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN
PUBLIK

Persentase kegiatan
pemerintahan dan
pelayanan publik yang
dilaksanakan dengan
tertib

% N
/A

85 41
.5

82
.0

00

85 41
.5

82
.0

00

85 41
.5

82
.0

00

85 12
4.

74
6.

00
0

S
ek

si
Pe

m
er

in
ta

h
an

da
n

 P
el

ay
an

an
Pu

bl
ik

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 02 201 Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Jumlah Laporan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

La
po

ra
n

5 
la

po
ra

n

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

83
.8

50
.0

00

S
ek

si
Pe

m
er

in
ta

h
an

da
n

 P
el

ay
an

an
Pu

bl
ik

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 02 201 01 Koordinasi/Sinergi
Perencanaan  dan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan Perangkat
Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait

Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait
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7 01 02 203 Koordinasi
Pemeliharaan
Prasarana  dan
Sarana
Pelayanan Umum

Jumlah laporan
koordinasi
pemeliharaan
prasarana dan sarana
pelayanan umum
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7 01 02 203 01

Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal
yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pelayanan Umum

Jumlah Dokumen
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau
Instansi  Vertikal yang
Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pelayanan Umum
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7 01 02 204 Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
yang
Dilimpahkan kepada
Camat

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan      yang
Dilimpahkan kepada
Camat
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7 01 02 204 03 Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Terkait dengan
Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan

Jumlah  Laporan
Pelaksanaan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
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7 01 03 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Persentase Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan yang
aktif dalam proses
pembangunan di
Kecamatan
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7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan Desa
yang aktif dalam proses
pembangunan di
Kecamatan
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7 01 03 201 01 Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat     dalam
Forum  Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
di Desa

Jumlah      Lembaga
Kemasyarakatan
yang Berpartisipasi
dalam     Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di Desa
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7 1 3 201 2 Sinkronisasi Program
Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat yang
Dilakukan oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan

Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Program
Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat yang
Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja
Kecamatan
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n
Ketentraman
dan
Ketertiban di
Wilayah
Kecamatan

7 01 04 PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Persentase
permasalahan
ketenteraman dan
ketertiban umum
yang ditangani
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7 01 04 201 Koordinasi
Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi   Upaya
penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
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7 01 04 201 01 Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia  dan
Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia   dan
Instansi   Vertikal   di
Wilayah Kecamatan
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7 01 05 PROGRAM
PENYELENGGARAA
N       URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

Persentase
Lembaga/Organisasi
Masyarakat yang aktif
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan di
Kecamatan

% N
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7 01 05 201 Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan  Umum
Sesuai Penugasan
Kepala Daerah

Jumlah
Lembaga/Organisasi
Masyarakat yang aktif
dalam penyelenggaraan
pemerintahan di
Kecamatan
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7 1 5 201 1 Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan       dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang- Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka  Tunggal
Ika  serta
Pemertahanan    dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun  1945,
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia

O
ra

n
g

80
 o

ra
n

g

80
 o

ra
n

g

25
.0

00
.0

00

80
 o

ra
n

g

25
.0

00
.0

00

80
 o

ra
n

g

25
.0

00
.0

00

80
 o

ra
n

g

75
.0

00
.0

00

S
ek

si
 K

et
en

te
ra

m
an

, K
et

er
ti

ba
n

, d
an

 P
em

er
in

ta
h

an
 U

m
u

m

K
ec

. N
gl

u
yu

Meningkatka
n kualitas
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)

7 01 06 PROGRAM
PEMBINAAN    DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Persentase
Desa/Kelurahan
Cepat Berkembang
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7 01 06 201 Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

Jumlah
Desa/Kelurahan Cepat
Berkembang
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7 01 06 201 02 Fasilitasi
Administrasi Tata
Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang
Difasilitasi dalam
rangka Administrasi
Tata Pemerintahan
Desa
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7 01 06 201 13 Fasilitasi
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Partisipatif

Jumlah    Dokumen
Fasilitasi    dalam
rangka
Perencanaan
Pembangunan
Partisipatif
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c. Penetapan IKU perangkat daerah

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngluyu

No. Indikator

Kondisi
Kinerja
Pada
Awal

Periode
Renstra

Target Kinerja

Kondisi
Kinerja
Pada
Akhir

Periode
Renstra2022 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)
1. Indeks Sinergitas

Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan

61,1 63,9 78 80 80

4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Ngluyu

No. Indikator

Kondisi
kinerja

pada awal
periode
Renstra

Target Kinerja
Kondisi
kinerja

pada akhir
periode
Renstra2022 2024 2025 2026

1. Indeks Kepuasan
Masyarakat
(IKM) Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)

80 84,97 95 95 95

2. Persentase
penurunan
pelanggaran
ketentraman dan
ketertiban
umum di
wilayah
Kecamatan

% - - - -



BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA

PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024-2026

a. Pohon kinerja perangkat daerah;





b. Reviu Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

No. Tujuan Sasaran Indikator Satuan
Data Capaian
Tahun Awal

Target Kinerja Tujuan/Sasaran

2022 2024 2025 2026
1. Meningkatnya

sinergitas
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan di
Kecamatan

Indeks Sinergitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan

Nilai 61,1 63,9 78 80

Meningkatkan
kualitas Pelayanan
Administrasi
Terpadu Kecamatan
(PATEN

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)

Nilai 80 84,97 95 95

Meningkatkan
Ketentraman dan
Ketertiban di
Wilayah Kecamatan

Persentase penurunan
pelanggaran
ketentraman dan
ketertiban umum di
wilayah Kecamatan

% N/A - - -



c. Reviu Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026

Tujuan Sasaran Kode Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan Kinerja

Indikator
Kinerja

Tujuan,Sasara
n, Program
(outcome),
Kegiatan

(output) dan
Sub kegiatan

(output)

Satuan

Data
capaian

pada
Tahun
Awal

perencana
an (Tahun

2022)

Target  Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Unit
Kerja

Perangk
at

Daerah
Penang
gung

Jawab

Lokas
i

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026

Kondisi kinerja
pada akhir

periode
Renstra

Perangkat
Daerah

Target Rp
Targe

t Rp
Targe

t Rp
Targe

t Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningkatnya
sinergitas
penyelenggaraa
n kegiatan
pemerintahan
di Kecamatan

Meningkatkan
kualitas
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)

7 01 01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN
/KOTA

Nilai SAKIP
Kecamatan
Ngluyu
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7 01 01 2.01 Perencanaan,
Penganggaran
dan evaluasi
kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah
Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,
dan     Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah yang
disusun
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7 01 01 2.01 06 Koordinasi  dan
Penyusunan
Laporan  Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Tersedianya
Laporan
Capaian
Kinerja  dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD

Jumlah
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
dan Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD

La
po

ra
n

5 
La

po
ra

n

5 
La

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

5 
La

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

5 
La

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

5 
La

po
ra

n

6.
00

0.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

 P
er

en
ca

n
aa

n
 d

an
 K

eu
an

ga
n

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 2.02 Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah
Dokumen
Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah
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. N
gl

u
yu

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN

Tersedianya
Gaji dan
Tunjangan
ASN

Jumlah
Orang    yang
Menerima
Gaji    dan
Tunjangan
ASN

O
ra

n
g/

bu
la

n

12
 o

ra
n

g/
bu

la
n

12
 o

ra
n

g/
bu

la
n

1.
48

9.
71

0.
08

7

12
 o

ra
n

g/
bu

la
n

1.
52

9.
97

8.
76

8

12
 o

ra
n

g/
bu

la
n

1.
57

1.
05

2.
82

4

12
 o

ra
n

g/
bu

la
n

4.
59

0.
74

1.
67

9

S
u

bb
ag

ia
n

 P
er

en
ca

n
aa

n
 d

an
K

eu
an

ga
n

K
ec

. N
gl

u
yu



7 01 01 2.02 05 Koordinasi  dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Tersedianya
Laporan
Keuangan
Akhir
Tahun SKPD
dan Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD

Jumlah
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD

La
po

ra
n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

6.
00

0.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

 P
er

en
ca

n
aa

n
 d

an
 K

eu
an

ga
n

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 2.02 07 Koordinasi  dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD

Tersedianya
Laporan
Keuangan
Bulanan/Tri
wulanan/Se
mesteran
SKPD dan
Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Tri
wulanan/Se
mesteran
SKPD

Jumlah
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran
SKPD dan
Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwu
lanan/Semeste
ran  SKPD

La
po

ra
n

2 
la

po
ra

n

2 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

2 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

2 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

2 
la

po
ra

n

6.
00

0.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

 P
er

en
ca

n
aa

n
 d

an
 K

eu
an

ga
n

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 205 Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah
Dokumen
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

D
ok

u
m

en

1 
do

ku
m

en

1 
do

ku
m

en

15
.6

96
.0

00

1 
do

ku
m

en

15
.6

96
.0

00

1 
do

ku
m

en

15
.6

96
.0

00

1 
do

ku
m

en

47
.0

88
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu



7 01 01 205 02 Pengadaan
Pakaian    Dinas
beserta
AtributKelengkap
annya

Tersedianya
Pakaian
Dinas
beserta
AtributKelen
gkapan

Jumlah  Paket
Pakaian  Dinas
beserta
AtributKelengk
apan

Pa
ke

t

1 
pa

ke
t

1 
pa

ke
t

10
.5

05
.0

00

1 
pa

ke
t

10
.5

05
.0

00

1 
pa

ke
t

10
.5

05
.0

00

1 
pa

ke
t

31
.5

15
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 205 09 Pendidikan  dan
Pelatihan
Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Terlaksanan
ya
Pendidikan
dan
Pelatihan
Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan
Fungsi

Jumlah
Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan
Fungsi yang
Mengikuti
Pendidikan
dan Pelatihan

O
ra

n
g

2 
or

an
g

2 
or

an
g

5.
19

1.
00

0

2 
or

an
g

5.
19

1.
00

0

2 
or

an
g

5.
19

1.
00

0

2 
or

an
g

15
.5

73
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 206 Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Jumlah
Dokumen
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

D
ok

u
m

en

5 
D

ok
u

m
en

5 
D

ok
u

m
en

80
.3

87
.0

00

5 
D

ok
u

m
en

80
.3

87
.0

00

5
D

ok
u

m
en

80
.3

87
.0

00

5 
D

ok
u

m
en

23
7.

01
1.

00
0

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 206 01 Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an Bangunan
Kantor

Tersedianya
Komponen
Instalasi
Listrik/Pene
rangan
Bangunan
Kantor

Jumlah
Paket
Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
Kantor    yang
Disediakan

Pa
ke

t

1 
pa

ke
t

1 
pa

ke
t

2.
95

2.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
95

2.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
95

2.
00

0

1 
pa

ke
t

8.
85

6.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

 K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu



7 01 01 206 04 Penyediaan
Bahan Logistik
Kantor

Tersedianya
Bahan
Logistik
Kantor

Jumlah   Paket
Bahan
Logistik
Kantor   yang
Disediakan

Pa
ke

t

1 
pa

ke
t

1 
pa

ke
t

41
.3

20
.0

00

1 
pa

ke
t

41
.3

20
.0

00

1 
pa

ke
t

41
.3

20
.0

00

1 
pa

ke
t

12
3.

96
0.

00
0

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 206 05 Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan

Tersedianya
Barang
Cetakan dan
Penggandaa
n

Jumlah Paket
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
yang
Disediakan

Pa
ke

t

1 
pa

ke
t

1 
pa

ke
t

2.
07

5.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
07

5.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
07

5.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
07

5.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 206 06 Penyediaan
Bahan    Bacaan
dan    Peraturan
Perundang-
undangan

Tersedianya
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang-
undangan

Jumlah
Dokumen
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
Undangan
yang
Disediakan

D
ok

u
m

en

1 
do

ku
m

en

1 
do

ku
m

en

1.
80

0.
00

0

1 
do

ku
m

en

1.
80

0.
00

0

1 
do

ku
m

en

1.
80

0.
00

0

1 
do

ku
m

en

5.
40

0.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 206 09 Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi SKPD

Terlaksanan
ya
Penyelenggar
aan
Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD

Jumlah
Laporan
Penyelenggaraa
n      Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD

La
po

ra
n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

28
.2

52
.0

00

1 
la

po
ra

n

28
.2

52
.0

00

1 
la

po
ra

n

28
.2

52
.0

00

1 
la

po
ra

n

84
.7

56
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu



7 01 01 206 10 Penatausahaan
Arsip Dinamis
pada SKPD

Terlaksanan
ya
Penatausaha
an   Arsip
Dinamis
pada SKPD

Jumlah
Dokumen
Penatausahaan
Arsip Dinamis
pada SKPD

D
ok

u
m

en

1 
do

ku
m

en

1 
do

ku
m

en

3.
98

8.
00

0

1 
do

ku
m

en

3.
98

8.
00

0

1 
do

ku
m

en

3.
98

8.
00

0

1 
do

ku
m

en

11
.9

64
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 207 Pengadaan
Barang   Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

Jumlah Barang
Milik   Daerah
pada
Perangkat
Daerah yang
disediakan

u
n

it

13
 u

n
it

13
 u

n
it

49
.4

32
.0

00

13
 u

n
it

49
.4

32
.0

00

13
 u

n
it

49
.4

32
.0

00

13
 u

n
it

14
8.

29
6.

00
0

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Tersedianya
Mebel

Jumlah Paket
Mebel yang
Disediakan

U
n

it

9 
u

n
it

9 
u

n
it

24
.5

21
.0

00

9 
u

n
it

24
.5

21
.0

00

9 
u

n
it

24
.5

21
.0

00

9 
u

n
it

73
.5

63
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 207 06 Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Tersedianya
Peralatan
dan Mesin
Lainnya

Jumlah Unit
Peralatan dan
Mesin Lainnya
yang
Disediakan

U
n

it

4 
u

n
it

4 
u

n
it

24
.9

11
.0

00

4 
u

n
it

24
.9

11
.0

00

4 
u

n
it

24
.9

11
.0

00

4 
u

n
it

74
.7

33
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu



7 01 01 208 Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

La
po

ra
n

2 
la

po
ra

n

2 
la

po
ra

n

23
.6

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

23
.6

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

23
.6

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

70
.8

00
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Terlaksanan
ya
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat

Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa     Surat
Menyurat

La
po

ra
n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

1.
25

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

1.
25

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

1.
25

0.
00

0

1
la

po
ra

n

3.
75

0.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Tersedianya
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya Air dan
Listrik

Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
yang
Disediakan

La
po

ra
n

3 
la

po
ra

n

3 
la

po
ra

n

22
.3

50
.0

00

3 
la

po
ra

n

22
.3

50
.0

00

3 
la

po
ra

n

22
.3

50
.0

00

3 
la

po
ra

n

67
.0

50
.0

00

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 209 Pemeliharaan
Barang  Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah
Barang  Milik
Daerah  pada
Perangkat
Daerah yang
terpelihara

U
n

it

22
 u

n
it

22
 u

n
it

13
4.

66
7.

00
0

22
 u

n
it

13
4.

66
7.

00
0

22
 u

n
it

13
4.

66
7.

00
0

22
 u

n
it

40
4.

00
1.

00
0

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu



7 01 01 209 02 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Tersedianya
Jasa
Pemeliharaa
n, Biaya
Pemeliharaa
n, Pajak dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau
Lapangan

Jumlah
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
yang
Dipelihara dan
dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya

U
n

it

3 
u

n
it

3 
u

n
it

40
.1

93
.0

00

3 
u

n
it

40
.1

93
.0

00

3 
u

n
it

40
.1

93
.0

00

3 
u

n
it

12
0.

57
9.

00
0

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

 K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 209 05 Pemeliharaan
Mebel

Terlaksanan
ya
Pemeliharaa
n Mebel

Jumlah Mebel
yang
Dipelihara

U
n

it

10
 u

n
it

10
 u

n
it

2.
90

5.
00

0

10
 u

n
it

2.
90

5.
00

0

10
 u

n
it

2.
90

5.
00

0

10
 u

n
it

8.
71

5.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 209 06 Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Terlaksanan
ya
Pemeliharaa
n
Peralatan
dan
Mesin
Lainnya

Jumlah
Peralatan   dan
Mesin
Lainnya   yang
Dipelihara

U
n

it

4 
u

n
it

4 
u

n
it

2.
50

0.
00

0

4 
u

n
it

2.
50

0.
00

0

4 
u

n
it

2.
50

0.
00

0

4 
u

n
it

7.
50

0.
00

0

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Re
habilitasi
Gedung  Kantor
dan
Bangunan
Lainnya

Terlaksanan
ya
Pemeliharaa
n/Rehabilita
si
Gedung
Kantor dan
Bangunan
Lainnya

Jumlah
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya
yang
Dipelihara/Dir
ehabilitasi

U
n

it

5 
u

n
it

5 
u

n
it

89
.0

69
.0

00

5 
u

n
it

89
.0

69
.0

00

5 
u

n
it

89
.0

69
.0

00

5 
u

n
it

26
7.

20
7.

00
0

S
u

bb
ag

ia
n

 U
m

u
m

 d
an

K
ep

eg
aw

ai
an

K
ec

. N
gl

u
yu



7 01 02 PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PELAYANAN
PUBLIK

Persentase
kegiatan
pemerintahan
dan pelayanan
publik yang
dilaksanakan
dengan tertib

% N
/A

85 41
.5

82
.0

00

85 41
.5

82
.0

00

85 41
.5

82
.0

00

85 12
4.

74
6.

00
0

S
ek

si
 P

em
er

in
ta

h
an

 d
an

Pe
la

ya
n

an
 P

u
bl

ik

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 02 201 Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan

Jumlah
Laporan
Koordinasi
Penyelenggara
an Kegiatan
Pemerintahan
di Tingkat
Kecamatan

La
po

ra
n

5 
la

po
ra

n

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

83
.8

50
.0

00

S
ek

si
 P

em
er

in
ta

h
an

 d
an

Pe
la

ya
n

an
 P

u
bl

ik

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 02 201 01 Koordinasi/Siner
gi  Perencanaan
dan Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan Perangkat
Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait

Jumlah
Laporan
Koordinasi/Sin
ergi
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal Terkait

La
po

ra
n

5 
la

po
ra

n

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

83
.8

50
.0

00

S
ek

si
 P

em
er

in
ta

h
an

 d
an

Pe
la

ya
n

an
 P

u
bl

ik

K
ec

. N
gl

u
yu



7 01 02 203 Koordinasi
Pemeliharaan
Prasarana  dan
SaranaPelayanan
Umum

Jumlah laporan
koordinasi
pemeliharaan
prasarana dan
sarana
pelayanan
umum

La
po

ra
n

3 
la

po
ra

n

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

3 
la

po
ra

n

25
.8

96
.0

00

S
ek

si
 P

em
er

in
ta

h
an

 d
an

Pe
la

ya
n

an
 P

u
bl

ik

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 02 203 01

Koordinasi/Siner
gi dengan
Perangkat Daerah
dan/atau
Instansi Vertikal
yang Terkait
dalam
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan Umum

Jumlah
Dokumen
Koordinasi/Sin
ergi dengan
Perangkat
Daerah
dan/atau
Instansi
Vertikal yang
Terkait dalam
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
Umum

D
ok

u
m

en

3 
la

po
ra

n

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

3 
la

po
ra

n

25
.8

96
.0

00

S
ek

si
 P

em
er

in
ta

h
an

 d
an

 P
el

ay
an

an
 P

u
bl

ik

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 02 204 Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
yang
Dilimpahkan
kepada Camat

Jumlah
Laporan
Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
yang
Dilimpahkan
kepada Camat

La
po

ra
n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

15
.0

00
.0

00

S
ek

si
 P

em
er

in
ta

h
an

 d
an

Pe
la

ya
n

an
 P

u
bl

ik

K
ec

. N
gl

u
yu



7 01 02 204 03 Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
yang Terkait
dengan
Kewenangan Lain
yang
Dilimpahkan

Jumlah
Laporan
Pelaksanaan
Kewenangan
Lain yang
Dilimpahkan

La
po

ra
n

1
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

15
.0

00
.0

00

S
ek

si
 P

em
er

in
ta

h
an

 d
an

Pe
la

ya
n

an
 P

u
bl

ik

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 03 PROGRAM
PEMBERDAYAA
N
MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Persentase
Lembaga
Kemasyarakat
an
Desa/Kelurah
an yang aktif
dalam proses
pembangunan
di Kecamatan

% N
/A

85 43
.0

00
.0

00

85 43
.0

00
.0

00

85 43
.0

00
.0

00

85 12
9.

00
0.

00
0

S
ek

si
 P

em
be

rd
ay

aa
n

M
as

ya
ra

ka
t

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 03 201 Koordinasi
Kegiatan
Pemberdayaan
Desa

Jumlah
Lembaga
Kemasyarakat
an Desa  yang
aktif dalam
proses
pembangunan
di Kecamatan

Le
m

ba
ga

K
em

as
ya

ra
ka

ta
n

5 
le

m
ba

ga

5 
le

m
ba

ga

43
.0

00
.0

00

5 
le

m
ba

ga

43
.0

00
.0

00

5 
le

m
ba

ga

43
.0

00
.0

00

5 
le

m
ba

ga

12
9.

00
0.

00
0

S
ek

si
 P

em
be

rd
ay

aa
n

M
as

ya
ra

ka
t

K
ec

. N
gl

u
yu



7 01 03 201 01 Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
di Desa

Jumlah
Lembaga
Kemasyarakata
n      yang
Berpartisipasi
dalam
Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
di Desa

Le
m

ba
ga

 K
em

as
ya

ra
ka

ta
n

5 
le

m
ba

ga

5 
le

m
ba

ga

23
.0

00
.0

00

5 
le

m
ba

ga

23
.0

00
.0

00

5 
le

m
ba

ga

23
.0

00
.0

00

5 
le

m
ba

ga

69
.0

00
.0

00

S
ek

si
 P

em
be

rd
ay

aa
n

 M
as

ya
ra

ka
t

K
ec

. N
gl

u
yu

7 1 3 201 2 Sinkronisasi
Program Kerja
dan Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat yang
Dilakukan oleh
Pemerintah dan
Swasta di
Wilayah Kerja
Kecamatan

Jumlah
Dokumen
Sinkronisasi
Program Kerja
dan Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat
yang
Dilakukan oleh
Pemerintah
dan Swasta di
Wilayah Kerja
Kecamatan

D
ok

u
m

en

1 
do

ku
m

en

1 
do

ku
m

en

20
.0

00
.0

00

1 
do

ku
m

en

20
.0

00
.0

00

1 
do

ku
m

en

20
.0

00
.0

00

1 
do

ku
m

en

60
.0

00
.0

00

S
ek

si
Pe

m
be

rd
ay

aa
n

 M
as

ya
ra

ka
t

K
ec

. N
gl

u
yu

Meningkatkan
Ketentraman
dan Ketertiban
di Wilayah
Kecamatan

7 01 04 PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Persentase
permasalahan
ketenteraman
dan
ketertiban
umum yang
ditangani

% N
/A

85 25
.0

00
.0

00

85 25
.0

00
.0

00

85 25
.0

00
.0

00

85 75
.0

00
.0

00

S
ek

si
 K

et
en

te
ra

m
an

, K
et

er
ti

ba
n

, d
an

Pe
m

er
in

ta
h

an
 U

m
u

m

K
ec

. N
gl

u
yu



7 01 04 201 Koordinasi
Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum

Jumlah
Laporan Hasil
Koordinasi
Upaya
penyelenggara
anKetenterama
n dan
Ketertiban
Umum

La
po

ra
n

2 
la

po
ra

n

2 
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

75
.0

00
.0

00

S
ek

si
 K

et
en

te
ra

m
an

, K
et

er
ti

ba
n

, d
an

Pe
m

er
in

ta
h

an
 U

m
u

m

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 04 201 01 Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik
Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia  dan
Instansi Vertikal
di Wilayah
Kecamatan

Jumlah
Laporan Hasil
Sinergitas
dengan
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia,
Tentara
Nasional
Indonesia   dan
Instansi
Vertikal   di
Wilayah
Kecamatan

La
po

ra
n

2 
la

po
ra

n

2 
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

75
.0

00
.0

00

S
ek

si
 K

et
en

te
ra

m
an

, K
et

er
ti

ba
n

, d
an

 P
em

er
in

ta
h

an
U

m
u

m

K
ec

. N
gl

u
yu

7 01 05 PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

Persentase
Lembaga/Orga
nisasi
Masyarakat
yang aktif
dalam
penyelenggara
an
pemerintahan
di Kecamatan

% N
/A

95 25
.0

00
.0

00

95 25
.0

00
.0

00

95 25
.0

00
.0

00

95 75
.0

00
.0

00

S
ek

si
 K

et
en

te
ra

m
an

, K
et

er
ti

ba
n

, d
an

Pe
m

er
in

ta
h

an
 U

m
u

m

K
ec

. N
gl

u
yu



7 01 05 201 Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Umum
Sesuai
Penugasan
Kepala Daerah

Jumlah
Lembaga/Orga
nisasi
Masyarakat
yang aktif
dalam
penyelenggara
an
pemerintahan
di Kecamatan

Le
m

ba
ga

/ 
O

rg
an

is
as

i M
as

ya
ra

ka
t

3 
le

m
ba

ga

3 
le

m
ba

ga

25
.0

00
.0

00

3 
le

m
ba

ga

25
.0

00
.0

00

3 
le

m
ba

ga

25
.0

00
.0

00

3 
le

m
ba

ga

75
.0

00
.0

00

S
ek

si
 K

et
en

te
ra

m
an

, K
et

er
ti

ba
n

, d
an

Pe
m

er
in

ta
h

an
 U

m
u

m

K
ec

. N
gl

u
yu



7 1 5 201 1 Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang- Undang
Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945,  Pelestarian
Bhinneka
Tunggal  Ika
serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

Jumlah Orang
yang Mengikuti
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-
Undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun  1945,
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika
serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

Orang 80 orang 80
orang

25.000.
000

80
orang

25.00
0.000

80
orang

25.00
0.000

80
orang

75.00
0.000

Seksi
Ketente
raman,
Ketertib
an, dan
Pemerin
tahan
Umum

Kec.
Ngluy
u



Meningkatkan
kualitas
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)

7 01 06 PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Persentase
Desa/Kelurah
an Cepat
Berkembang

% N/A 95 79.360.
000

95 79.3
60.0

00

95 79.3
60.0

00

95 238.
080.
000

Seksi
Pembin
aan dan
Pengaw
asan
Pemerin
tahan
Desa

Kec.
Ngluy
u

7 01 06 201 Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan
Desa

Jumlah
Desa/Keluraha
n Cepat
Berkembang

Desa/K
eluraha

n

6 desa 6 desa 79.360.
000

6
desa

79.36
0.000

6
desa

79.36
0.000

6
desa

238.0
80.00

0

Seksi
Pembin
aan dan
Pengaw
asan
Pemerin
tahan
Desa

Kec.
Ngluy
u

7 01 06 201 02 Fasilitasi
Administrasi Tata
Pemerintahan
Desa

Jumlah
Dokumen yang
Difasilitasi
dalam rangka
Administrasi
Tata
Pemerintahan
Desa

Dokum
en

6
dokumen

6
dokume
n

74.360.
000

6
doku
men

74.36
0.000

6
doku
men

74.36
0.000

6
doku
men

223.0
80.00

0

Seksi
Pembin
aan dan
Pengaw
asan
Pemerin
tahan
Desa

Kec.
Ngluy
u



7 01 06 201 13 Fasilitasi
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Partisipatif

Jumlah
Dokumen
Fasilitasi
dalam
rangka
Perencanaan
Pembangunan
Partisipatif

Dokum
en

2
dokumen

2
dokume
n

5.000.0
00

2
doku
men

5.000
.000

2
doku
men

5.000
.000

2
doku
men

15.00
0.000

Seksi
Pembin
aan dan
Pengaw
asan
Pemerin
tahan
Desa

Kec.
Ngluy
u

d. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

No. Kinerja Utama Indikator Kinerja Penjelasan Sumber Data Penanggung Jawab

1 Meningkatnya
sinergitas
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan di
Kecamatan

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah
ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja
OPD dengan pemerintah dan OPD akan
mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah
setiap tahun.

APBD Kecamatan Ngluyu

Meningkatkan kualitas
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
(PATEN

Indikator Kinerja Kunci kecamatan Ngluyu APBD Kecamatan Ngluyu

Meningkatkan
Ketentraman dan
Ketertiban di Wilayah
Kecamatan

Indikator Kinerja Kunci kecamatan Ngluyu APBD Kecamatan Ngluyu



e. Reviu Konsistensi dan Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

No.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Hasil Reviu

Keterangan
Tujuan Sasaran Indikator Satuan

Data
Capaian
Tahun
Awal

Target Kinerja
Tujuan/Sasaran Tujuan Sasaran Indikator Satuan

Data
Capaian
Tahun
Awal

Target Kinerja
Tujuan/Sasaran

2022 2024 2025 2026 2022 2024 2025 2026
Meningkatnya
sinergitas
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan di
Kecamatan

Indeks
Sinergitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan

Nilai 61,1 75 78 80 Meningkatnya
sinergitas
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan di
Kecamatan

Indeks
Sinergitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan

Nilai 61,1 63,9 78 80 Sesuai
dengan
renstra
perangkat
Daerah

Meningkatkan
kualitas
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)

Nilai 80 80 95 95 Meningkatkan
kualitas
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)

Nilai 80 84,97 95 95 Sesuai
dengan
renstra
perangkat
Daerah

Meningkatkan
Ketentraman
dan
Ketertiban di
Wilayah
Kecamatan

Persentase
penurunan
pelanggaran
ketentraman
dan ketertiban
umum di
wilayah
Kecamatan

% N/A - - - Meningkatkan
Ketentraman
dan
Ketertiban di
Wilayah
Kecamatan

Persentase
penurunan
pelanggaran
ketentraman
dan ketertiban
umum di
wilayah
Kecamatan

% N/A - - - tidak ada
pelanggaran
ketentraman
dan
ketertiban
umum
diwilayah
keamatan



f. Reviu Konsistensi dan Penyelarasan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Pendanaan
Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Hasil Reviu

Program,
Kegiatan, dan
Sub Kegiatan

Indikator
Program

(Outcome),
Kegiatan

(Output), dan
Sub Kegiatan

(Output)

Sa
tu

an Data
Capaian
Tahun
Awal

Perencana
an (2022)

Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Program,
Kegiatan, dan
Sub Kegiatan

Indikator
Program

(Outcome),
Kegiatan

(Output), dan
Sub Kegiatan

(Output)

S
at

u
an

Data
Capai

an
Tahu

n
Awal
Peren
canaa

n
(2022

)

Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
dan Kerangka Pendanaan

20
24

20
25

20
26

20
24

20
25

20
26

Ta
rg

et

R
p

Ta
rg

et

R
p

Ta
rg

et

R
p

Ta
rg

et

R
p

Ta
rg

et

R
p

Ta
rg

et

R
p

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(10
)

(11
) (12)

(13)

(1
4)

(15)

(1
6)

(1
7)

(1
8)

(1
9)

(2
0)

(2
1)

KECAMATAN KECAMATAN

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/
KOTA

Nilai SAKIP
Kecamatan
Ngluyu

N
ila

i

63
,9

75
,5

1.
79

9.
49

2.
08

7

78 1.
83

9.
76

0.
76

8

80 1.
83

9.
76

0.
76

8

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAH
AN DAERAH
KABUPATEN/
KOTA

Nilai SAKIP
Kecamatan
Ngluyu

N
ila

i

63
,9

75
,5

1.
79

9.
49

2.
08

7

75
,5

1.
83

9.
76

0.
76

8

80 2.
07

4.
95

7.
57

4



Perencanaan,
Penganggaran
dan evaluasi
kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah
Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,
dan     Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah yang
disusun

D
ok

um
en

5 
D

ok
um

en

5 
D

ok
um

en

2.
00

0.
00

0

5 
D

ok
um

en

2.
00

0.
00

0

5
D

ok
um

en

2.
00

0.
00

0

Perencanaan,
Penganggaran
dan evaluasi
kinerja
Perangkat
Daerah

Jumlah
Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,
dan     Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah yang
disusun

D
ok

um
en

5 
D

ok
um

en

5 
D

ok
um

en

2.
00

0.
00

0

5 
D

ok
um

en

2.
00

0.
00

0

5
D

ok
um

en

4.
47

7.
50

0

Koordinasi  dan
Penyusunan
Laporan  Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
dan Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD La

po
ra

n

5 
La

po
ra

n

5 
La

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

5 
La

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

5 
La

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

Koordinasi
dan
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
dan Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD La

po
ra

n

5 
La

po
ra

n

5 
La

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

5 
La

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

5 
La

po
ra

n

4.
47

7.
50

0

Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah
Dokumen
Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

D
ok

um
en

4 
D

ok
um

en

4 
D

ok
um

en

1.
49

3.
71

0.
08

7

4 
D

ok
um

en

1.
53

3.
97

8.
76

8

4 
D

ok
um

en

1.
53

3.
97

8.
76

8

Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

Jumlah
Dokumen
Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

D
ok

u
m

en

4 
D

ok
u

m
en

4 
D

ok
u

m
en

1.
49

3.
71

0.
08

7

4 
D

ok
u

m
en

1.
53

3.
97

8.
76

8

4 
D

ok
u

m
en

1.
67

5.
90

0.
50

0

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN

Jumlah
Orang    yang
Menerima
Gaji    dan
Tunjangan
ASN

O
ra

ng
/b

ul
an

12
 o

ra
ng

/b
ul

an

12
 o

ra
ng

/b
ul

an

1.
48

9.
71

0.
08

7

12
 o

ra
ng

/b
ul

an

1.
52

9.
97

8.
76

8

12
 o

ra
ng

/b
ul

an

1.
52

9.
97

8.
76

8

Penyediaan
Gaji dan
Tunjangan
ASN

Jumlah
Orang    yang
Menerima
Gaji    dan
Tunjangan
ASN

O
ra

n
g/

bu
la

n

12
 o

ra
n

g/
bu

la
n

12
 o

ra
n

g/
bu

la
n

1.
48

9.
71

0.
08

7

12
 o

ra
n

g/
bu

la
n

1.
52

9.
97

8.
76

8

12
 o

ra
n

g/
bu

la
n

1.
66

9.
37

8.
00

0



Koordinasi  dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD La

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

Koordinasi
dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD

Jumlah
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD La

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

1
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

3.
40

0.
00

0

Koordinasi  dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran
SKPD

Jumlah
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran
SKPD dan
Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwu
lanan/Semeste
ran  SKPD

La
po

ra
n

2 
la

po
ra

n

2 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

2 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

2 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

Koordinasi
dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran
SKPD

Jumlah
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran
SKPD dan
Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwu
lanan/Semeste
ran  SKPD

La
po

ra
n

2 
la

po
ra

n

2 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

2 
la

po
ra

n

2.
00

0.
00

0

4 
la

po
ra

n

3.
12

2.
50

0

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah
Dokumen
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

D
ok

um
en

1 
do

ku
m

en

1 
do

ku
m

en

15
.6

96
.0

00

1 
do

ku
m

en

15
.6

96
.0

00

1 
do

ku
m

en

15
.6

96
.0

00

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

Jumlah
Dokumen
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

D
ok

u
m

en

1 
do

ku
m

en

1 
do

ku
m

en

15
.6

96
.0

00

1 
do

ku
m

en

15
.6

96
.0

00

1 
do

ku
m

en

17
.2

50
.0

00

Pengadaan
Pakaian    Dinas
beserta    Atribut
Kelengkapannya

Jumlah  Paket
Pakaian  Dinas
beserta
Atribut
Kelengkapan

Pa
ke

t

1 
pa

ke
t

1 
pa

ke
t

10
.5

05
.0

00

1 
pa

ke
t

10
.5

05
.0

00

1 
pa

ke
t

10
.5

05
.0

00

Pengadaan
Pakaian
Dinas
beserta
Atribut
Kelengkapanny
a

Jumlah  Paket
Pakaian  Dinas
beserta
Atribut
Kelengkapan

Pa
ke

t

1 
pa

ke
t

1 
pa

ke
t

10
.5

05
.0

00

1 
pa

ke
t

10
.5

05
.0

00

1 
pa

ke
t

10
.5

00
.0

00

Pendidikan  dan
Pelatihan
Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah
Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan
Fungsi yang
Mengikuti
Pendidikan
dan Pelatihan O

ra
ng

2 
or

an
g

2 
or

an
g

5.
19

1.
00

0

2 
or

an
g

5.
19

1.
00

0

2 
or

an
g

5.
19

1.
00

0
Pendidikan
dan  Pelatihan
Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan
Fungsi

Jumlah
Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan
Fungsi yang
Mengikuti
Pendidikan
dan Pelatihan O

ra
ng

2 
or

an
g

2 
or

an
g

5.
19

1.
00

0

2 
or

an
g

5.
19

1.
00

0

9 
or

an
g

6.
75

0.
00

0



Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Jumlah
Dokumen
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

D
ok

um
en

5 
D

ok
um

en

5 
D

ok
um

en

80
.3

87
.0

00

5 
D

ok
um

en

80
.3

87
.0

00

5 
D

ok
um

en

80
.3

87
.0

00

Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

Jumlah
Dokumen
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

D
ok

u
m

en

5 
D

ok
u

m
en

5 
D

ok
u

m
en

80
.3

87
.0

00

5 
D

ok
u

m
en

80
.3

87
.0

00

5 
D

ok
u

m
en

99
.7

95
.6

10

Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an Bangunan
Kantor

Jumlah
Paket
Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
Kantor    yang
Disediakan

Pa
ke

t

1 
pa

ke
t

1 
pa

ke
t

2.
95

2.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
95

2.
00

0

1
pa

ke
t

2.
95

2.
00

0

Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
Kantor

Jumlah
Paket
Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
Kantor    yang
Disediakan

Pa
ke

t

1 
pa

ke
t

1 
pa

ke
t

2.
95

2.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
95

2.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
95

2.
00

0

Penyediaan
Bahan Logistik
Kantor

Jumlah   Paket
Bahan
Logistik
Kantor   yang
Disediakan

Pa
ke

t

1 
pa

ke
t

1 
pa

ke
t

41
.3

20
.0

00

1 
pa

ke
t

41
.3

20
.0

00

1 
pa

ke
t

41
.3

20
.0

00

Penyediaan
Bahan Logistik
Kantor

Jumlah   Paket
Bahan
Logistik
Kantor   yang
Disediakan

Pa
ke

t

1 
pa

ke
t

1 
pa

ke
t

41
.3

20
.0

00

1 
pa

ke
t

41
.3

20
.0

00

1 
pa

ke
t

44
.0

00
.0

00

Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan

Jumlah Paket
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
yang
Disediakan

Pa
ke

t

1 
pa

ke
t

1 
pa

ke
t

2.
07

5.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
07

5.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
07

5.
00

0

Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
yang
Disediakan

Pa
ke

t

1 
pa

ke
t

1 
pa

ke
t

2.
07

5.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
07

5.
00

0

1 
pa

ke
t

2.
07

4.
86

0

Penyediaan
Bahan    Bacaan
dan    Peraturan
Perundang-
undangan

Jumlah
Dokumen
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
Undangan
yang
Disediakan D

ok
um

en

1 
do

ku
m

en

1 
do

ku
m

en

1.
80

0.
00

0

1 
do

ku
m

en

1.
80

0.
00

0

1 
do

ku
m

en

1.
80

0.
00

0

Penyediaan
Bahan
Bacaan    dan
Peraturan
Perundang-
undangan

Jumlah
Dokumen
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
Undangan
yang
Disediakan D

ok
u

m
en

1 
do

ku
m

en

1 
do

ku
m

en

1.
80

0.
00

0

1 
do

ku
m

en

1.
80

0.
00

0

1 
do

ku
m

en

1.
80

0.
00

0

Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi SKPD

Jumlah
Laporan
Penyelenggaraa
n      Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD

La
po

ra
n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

28
.2

52
.0

00

1 
la

po
ra

n

28
.2

52
.0

00

1 
la

po
ra

n

28
.2

52
.0

00

Penyelenggaraa
n      Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD

Jumlah
Laporan
Penyelenggaraa
n      Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD

La
po

ra
n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

28
.2

52
.0

00

1 
la

po
ra

n

28
.2

52
.0

00

1 
la

po
ra

n

45
.0

16
.0

00

Penatausahaan
Arsip Dinamis
pada SKPD

Jumlah
Dokumen
Penatausahaan
Arsip Dinamis
pada SKPD

D
ok

um
en

1 
do

ku
m

en

1 
do

ku
m

en

3.
98

8.
00

0

1 
do

ku
m

en

3.
98

8.
00

0

1 
do

ku
m

en

3.
98

8.
00

0

Penatausahaan
Arsip Dinamis
pada SKPD

Jumlah
Dokumen
Penatausahaan
Arsip Dinamis
pada SKPD

D
ok

u
m

en

1 
do

ku
m

en

1 
do

ku
m

en

3.
98

8.
00

0

1 
do

ku
m

en

3.
98

8.
00

0

1 
do

ku
m

en

3.
95

2.
75

0



Pengadaan
Barang   Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

Jumlah Barang
Milik   Daerah
pada
Perangkat
Daerah yang
disediakan

un
it

13
 u

ni
t

13
 u

ni
t

49
.4

32
.0

00

13
 u

ni
t

49
.4

32
.0

00

13
 u

ni
t

49
.4

32
.0

00

Pengadaan
Barang   Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

Jumlah Barang
Milik   Daerah
pada
Perangkat
Daerah yang
disediakan

u
n

it

13
u

n
it

13
 u

n
it

49
.4

32
.0

00

13
 u

n
it

49
.4

32
.0

00

25
 u

n
it

89
.0

23
.9

64

Pengadaan Mebel Jumlah Paket
Mebel yang
Disediakan

U
ni

t

9 
un

it

9 
un

it

24
.5

21
.0

00

9 
un

it

24
.5

21
.0

00

9 
un

it

24
.5

21
.0

00

Pengadaan
Mebel

Jumlah Paket
Mebel yang
Disediakan

U
ni

t

9 
un

it

9 
un

it

24
.5

21
.0

00

9 
un

it

24
.5

21
.0

00

20
 u

ni
t

30
.0

00
.0

00

Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Unit
Peralatan dan
Mesin Lainnya
yang
Disediakan

U
ni

t

4 
un

it

4 
un

it

24
.9

11
.0

00

4 
un

it

24
.9

11
.0

00

4 
un

it

24
.9

11
.0

00

Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Unit
Peralatan dan
Mesin Lainnya
yang
Disediakan

U
n

it

4 
u

n
it

4 
u

n
it

24
.9

11
.0

00

4 
u

n
it

24
.9

11
.0

00

5 
u

n
it

59
.0

23
.9

64

Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah La

po
ra

n

2 
la

po
ra

n

2 
la

po
ra

n

23
.6

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

23
.6

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

23
.6

00
.0

00

Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah La

po
ra

n

2 
la

po
ra

n

2 
la

po
ra

n

23
.6

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

23
.6

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

16
.4

10
.0

00

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa     Surat
Menyurat

La
po

ra
n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

1.
25

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

1.
25

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

1.
25

0.
00

0

Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat

Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa     Surat
Menyurat

La
po

ra
n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

1.
25

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

1.
25

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

1.
26

0.
00

0

Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
yang
Disediakan

La
po

ra
n

3 
la

po
ra

n

3 
la

po
ra

n

22
.3

50
.0

00

3 
la

po
ra

n

22
.3

50
.0

00

3 
la

po
ra

n

22
.3

50
.0

00

Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik

Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
yang
Disediakan

La
po

ra
n

3 
la

po
ra

n

3 
la

po
ra

n

22
.3

50
.0

00

3 
la

po
ra

n

22
.3

50
.0

00

3 
la

po
ra

n

15
.1

50
.0

00



Pemeliharaan
Barang  Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah
Barang  Milik
Daerah  pada
Perangkat
Daerah yang
terpelihara

U
ni

t

22
 u

ni
t

22
 u

ni
t

13
4.

66
7.

00
0

22
 u

ni
t

13
4.

66
7.

00
0

22
 u

ni
t

13
4.

66
7.

00
0

Pemeliharaan
Barang  Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah
Barang  Milik
Daerah  pada
Perangkat
Daerah yang
terpelihara

U
n

it

22
 u

n
it

22
 u

n
it

13
4.

66
7.

00
0

22
 u

n
it

13
4.

66
7.

00
0

22
 u

n
it

17
2.

10
0.

00
0

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Jumlah
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
yang
Dipelihara dan
dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya

U
ni

t

3 
un

it

3 
un

it

40
.1

93
.0

00

3 
un

it

40
.1

93
.0

00

3 
un

it

40
.1

93
.0

00

Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan

Jumlah
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
yang
Dipelihara dan
dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya

U
n

it

3 
u

n
it

3 
u

n
it

40
.1

93
.0

00

3 
u

n
it

40
.1

93
.0

00

2 
u

n
it

1.
50

0.
00

0

Pemeliharaan
Mebel

Jumlah Mebel
yang
Dipelihara

U
ni

t

10
 u

ni
t

10
 u

ni
t

2.
90

5.
00

0

10
 u

ni
t

2.
90

5.
00

0

10
 u

ni
t

2.
90

5.
00

0

Pemeliharaan
Mebel

Jumlah Mebel
yang
Dipelihara

U
n

it

10
 u

n
it

10
 u

n
it

2.
90

5.
00

0

10
 u

n
it

2.
90

5.
00

0

10
 u

n
it

4.
00

0.
00

0

Fasilitasi
Kunjungan
Tamu

Jumlah
Laporan
Fasilitasi
Kunjungan
Tamu

La
po

ra
n

0 0 0 12
 L

ap
or

an

18
.0

00
.0

00

Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah
Peralatan   dan
Mesin
Lainnya   yang
Dipelihara

U
ni

t

4 
un

it

4 
un

it

2.
50

0.
00

0

4 
un

it

2.
50

0.
00

0

4 
un

it

2.
50

0.
00

0

Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah
Peralatan
dan   Mesin
Lainnya   yang
Dipelihara

U
ni

t

4 
un

it

4 
un

it

2.
50

0.
00

0

4 
un

it

2.
50

0.
00

0

8 
un

it

3.
20

0.
00

0

Pemeliharaan/Re
habilitasi
Gedung  Kantor
dan
Bangunan
Lainnya

Jumlah
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya
yang
Dipelihara/Dir
ehabilitasi

U
ni

t

5 
un

it

5 
un

it

89
.0

69
.0

00

5 
un

it

89
.0

69
.0

00

5 
un

it

89
.0

69
.0

00

Pemeliharaan/
Rehabilitasi
Gedung
Kantor  dan
Bangunan
Lainnya

Jumlah
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya
yang
Dipelihara/Dir
ehabilitasi

U
n

it

5 
u

n
it

5 
u

n
it

89
.0

69
.0

00

5 
u

n
it

89
.0

69
.0

00

5 
u

n
it

14
5.

40
0.

00
0



PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DAN
PELAYANAN
PUBLIK

Persentase
kegiatan
pemerintahan
dan pelayanan
publik yang
dilaksanakan
dengan tertib

% N
/A

85 41
.5

82
.0

00

85 41
.5

82
.0

00

85 41
.5

82
.0

00

PROGRAM
PENYELENGG
ARAAN
PEMERINTAHA
N DAN
PELAYANAN
PUBLIK

Persentase
kegiatan
pemerintahan
dan pelayanan
publik yang
dilaksanakan
dengan tertib

% N
/A

85 41
.5

82
.0

00

85 41
.5

82
.0

00

85 41
.5

82
.0

00

Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan

Jumlah
Laporan
Koordinasi
Penyelenggara
an Kegiatan
Pemerintahan
di Tingkat
Kecamatan

La
po

ra
n

5 
la

po
ra

n

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

Koordinasi
Penyelenggaraa
n Kegiatan
Pemerintahan
di Tingkat
Kecamatan

Jumlah
Laporan
Koordinasi
Penyelenggaraa
n Kegiatan
Pemerintahan
di Tingkat
Kecamatan

La
po

ra
n

5 
la

po
ra

n

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

Koordinasi/Siner
gi  Perencanaan
dan Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan
Perangkat
Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait

Jumlah
Laporan
Koordinasi/Sin
ergi
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal Terkait La

po
ra

n

5 
la

po
ra

n

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

Koordinasi/Sin
ergi
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal Terkait

Jumlah
Laporan
Koordinasi/Sin
ergi
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal Terkait La

po
ra

n

5 
la

po
ra

n

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

5 
la

po
ra

n

27
.9

50
.0

00

Koordinasi
Pemeliharaan
Prasarana  dan
Sarana
Pelayanan Umum

Jumlah laporan
koordinasi
pemeliharaan
prasarana dan
sarana
pelayanan
umum

La
po

ra
n

3 
la

po
ra

n

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

Koordinasi
Pemeliharaan
Prasarana  dan
Sarana
Pelayanan
Umum

Jumlah
laporan
koordinasi
pemeliharaan
prasarana dan
sarana
pelayanan
umum La

po
ra

n

3 
la

po
ra

n

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

Koordinasi/Siner
gi dengan
Perangkat
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal
yang Terkait
dalam
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan Umum

Jumlah
Dokumen
Koordinasi/Sin
ergi dengan
Perangkat
Daerah
dan/atau
Instansi
Vertikal yang
Terkait dalam
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
Umum

D
ok

um
en

3 
la

po
ra

n

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

Koordinasi/Sin
ergi dengan
Perangkat
Daerah
dan/atau
Instansi
Vertikal yang
Terkait dalam
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
Umum

Jumlah
Dokumen
Koordinasi/Sin
ergi dengan
Perangkat
Daerah
dan/atau
Instansi
Vertikal yang
Terkait dalam
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
Umum

D
ok

u
m

en

3 
la

po
ra

n

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0

3 
la

po
ra

n

8.
63

2.
00

0



Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
yang
Dilimpahkan
kepada Camat

Jumlah
Laporan
Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
yang
Dilimpahkan
kepada Camat La

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
yang
Dilimpahkan
kepada Camat

Jumlah
Laporan
Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
yang
Dilimpahkan
kepada Camat La

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
yang Terkait
dengan
Kewenangan Lain
yang
Dilimpahkan

Jumlah
Laporan
Pelaksanaan
Kewenangan
Lain yang
Dilimpahkan

La
po

ra
n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
yang Terkait
dengan
Kewenangan
Lain yang
Dilimpahkan

Jumlah
Laporan
Pelaksanaan
Kewenangan
Lain yang
Dilimpahkan

La
po

ra
n

1 
la

po
ra

n

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

1 
la

po
ra

n

5.
00

0.
00

0

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N
MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Persentase
Lembaga
Kemasyarakat
an
Desa/Kelurah
an yang aktif
dalam proses
pembangunan
di Kecamatan

% N
/A

85 43
.0

00
.0

00

85 43
.0

00
.0

00

85 43
.0

00
.0

00

PROGRAM
PEMBERDAYA
AN
MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN

Persentase
Lembaga
Kemasyarakat
an
Desa/Kelurah
an yang aktif
dalam proses
pembangunan
di Kecamatan

% N
/A

85 43
.0

00
.0

00

85 43
.0

00
.0

00

85 11
3.

00
0.

00
0

Koordinasi
Kegiatan
Pemberdayaan
Desa

Jumlah
Lembaga
Kemasyarakat
an Desa  yang
aktif dalam
proses
pembangunan
di Kecamatan Le

m
ba

ga
K

em
as

ya
ra

ka
ta

n 5 
le

m
ba

ga

5 
le

m
ba

ga

43
.0

00
.0

00

5 
le

m
ba

ga

43
.0

00
.0

00

5 
le

m
ba

ga

43
.0

00
.0

00

Koordinasi
Kegiatan
Pemberdayaan
Desa

Jumlah
Lembaga
Kemasyarakata
n Desa  yang
aktif dalam
proses
pembangunan
di Kecamatan Le

m
ba

ga
K

em
as

ya
ra

ka
ta

n 5 
le

m
ba

ga

5 
le

m
ba

ga

43
.0

00
.0

00

5 
le

m
ba

ga

43
.0

00
.0

00

5 
le

m
ba

ga

11
3.

00
0.

00
0

Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
di Desa

Jumlah
Lembaga
Kemasyarakata
n      yang
Berpartisipasi
dalam
Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
di Desa

Le
m

ba
ga

 K
em

as
ya

ra
ka

ta
n

5 
le

m
ba

ga

5 
le

m
ba

ga

23
.0

00
.0

00

5 
le

m
ba

ga

23
.0

00
.0

00

5 
le

m
ba

ga

23
.0

00
.0

00

Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
di Desa

Jumlah
Lembaga
Kemasyarakata
n yang
Berpartisipasi
dalam
Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
di Desa

Le
m

ba
ga

 K
em

as
ya

ra
ka

ta
n

5 
le

m
ba

ga

5 
le

m
ba

ga

23
.0

00
.0

00

5 
le

m
ba

ga

23
.0

00
.0

00

5 
le

m
ba

ga

23
.0

00
.0

00



Sinkronisasi
Program Kerja
dan Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat yang
Dilakukan oleh
Pemerintah dan
Swasta di
Wilayah Kerja
Kecamatan

Jumlah
Dokumen
Sinkronisasi
Program Kerja
dan Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat
yang
Dilakukan oleh
Pemerintah
dan Swasta di
Wilayah Kerja
Kecamatan

D
ok

um
en

1
do

ku
m

en

1 
do

ku
m

en

20
.0

00
.0

00

1 
do

ku
m

en

20
.0

00
.0

00

1 
do

ku
m

en

20
.0

00
.0

00

Sinkronisasi
Program Kerja
dan Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat
yang
Dilakukan oleh
Pemerintah
dan Swasta di
Wilayah Kerja
Kecamatan

Jumlah
Dokumen
Sinkronisasi
Program Kerja
dan Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat
yang
Dilakukan oleh
Pemerintah
dan Swasta di
Wilayah Kerja
Kecamatan

D
ok

u
m

en

1 
do

ku
m

en

1 
do

ku
m

en

20
.0

00
.0

00

1 
do

ku
m

en

20
.0

00
.0

00

4 
do

ku
m

en

40
.0

00
.0

00

Peningkatan
efektifitas
kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan

Jumlah
Laporan
Peningkatan
efektifitas
kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan

1 
La

po
ra

n

1 
La

po
ra

n

50
.0

00
.0

00

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

Persentase
permasalahan
ketenteraman
dan
ketertiban
umum yang
ditangani

% N
/A

- 25
.0

00
.0

00

- 25
.0

00
.0

00

- 25
.0

00
.0

00

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMA
N   DAN
KETERTIBAN
UMUM

Persentase
permasalahan
ketenteraman
dan ketertiban
umum yang
ditangani

% N
/A

- 25
.0

00
.0

00

- 25
.0

00
.0

00

- 25
.0

00
.0

00

Koordinasi
Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum

Jumlah
Laporan Hasil
Koordinasi
Upaya
penyelenggara
anKetenterama
n dan
Ketertiban
Umum

La
po

ra
n

2 
la

po
ra

n

2 
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

Koordinasi
Upaya
Penyelenggaraa
nKetenteraman
dan Ketertiban
Umum

Jumlah
Laporan Hasil
Koordinasi
Upaya
penyelenggaraa
nKetenteraman
dan Ketertiban
Umum

La
po

ra
n

2 
la

po
ra

n

2 
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

2
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik
Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia  dan
Instansi Vertikal
di Wilayah
Kecamatan

Jumlah
Laporan Hasil
Sinergitas
dengan
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia,
Tentara
Nasional
Indonesia   dan
Instansi
Vertikal   di
Wilayah
Kecamatan

La
po

ra
n

2 
la

po
ra

n

2 
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

Sinergitas
dengan
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia,
Tentara
Nasional
Indonesia  dan
Instansi
Vertikal di
Wilayah
Kecamatan

Jumlah
Laporan Hasil
Sinergitas
dengan
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia,
Tentara
Nasional
Indonesia   dan
Instansi
Vertikal   di
Wilayah
Kecamatan

La
po

ra
n

2 
la

po
ra

n

2 
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

2
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00

2 
la

po
ra

n

25
.0

00
.0

00



PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

Persentase
Lembaga/Orga
nisasi
Masyarakat
yang aktif
dalam
penyelenggara
an
pemerintahan
di Kecamatan % N

/A

95 25
.0

00
.0

00

95 25
.0

00
.0

00

95 25
.0

00
.0

00

PROGRAM
PENYELENGG
ARAAN
URUSAN
PEMERINTAHA
N UMUM

Persentase
Lembaga/Orga
nisasi
Masyarakat
yang aktif
dalam
penyelenggaraa
n
pemerintahan
di Kecamatan % N

/A

95 25
.0

00
.0

00

95 25
.0

00
.0

00

95 25
.0

00
.0

00

Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Umum
Sesuai
Penugasan
Kepala Daerah

Jumlah
Lembaga/Orga
nisasi
Masyarakat
yang aktif
dalam
penyelenggara
an
pemerintahan
di Kecamatan Le

m
ba

ga
/

O
rg

an
is

as
i

M
as

ya
ra

ka
t

3 
le

m
ba

ga

3 
le

m
ba

ga

25
.0

00
.0

00

3
le

m
ba

ga

25
.0

00
.0

00

3 
le

m
ba

ga

25
.0

00
.0

00

Penyelenggaraa
n  Urusan
Pemerintahan
Umum
Sesuai
Penugasan
Kepala Daerah

Jumlah
Lembaga/Orga
nisasi
Masyarakat
yang aktif
dalam
penyelenggaraa
n
pemerintahan
di Kecamatan Le

m
ba

ga
/ 

O
rg

an
is

as
i

M
as

ya
ra

ka
t

3 
le

m
ba

ga

3
le

m
ba

ga

25
.0

00
.0

00

3 
le

m
ba

ga

25
.0

00
.0

00

3 
le

m
ba

ga

25
.0

00
.0

00

Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang- Undang
Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945,
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal  Ika
serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

Jumlah Orang
yang Mengikuti
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-
Undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun  1945,
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika
serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

O
ra

ng

80
 o

ra
ng

80
 o

ra
ng

25
.0

00
.0

00

80
 o

ra
ng

25
.0

00
.0

00

80
 o

ra
ng

25
.0

00
.0

00

Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-
Undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika
serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

Jumlah Orang
yang Mengikuti
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-
Undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun  1945,
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika
serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

O
ra

n
g

80
 o

ra
n

g

80
 o

ra
n

g

25
.0

00
.0

00

80
 o

ra
n

g

25
.0

00
.0

00

80
 o

ra
n

g

25
.0

00
.0

00



PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

Persentase
Desa/Kelurah
an Cepat
Berkembang

% N
/A

95 79
.3

60
.0

00

95 79
.3

60
.0

00

95 79
.3

60
.0

00

PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHA
N DESA

Persentase
Desa/Keluraha
n Cepat
Berkembang

% N
/A

95 79
.3

60
.0

00

95 79
.3

60
.0

00

95 79
.3

60
.0

00

Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan
Desa

Jumlah
Desa/Keluraha
n Cepat
Berkembang

D
es

a/
K

el
ur

ah
an

6 
de

sa

6 
de

sa

79
.3

60
.0

00

6 
de

sa

79
.3

60
.0

00

6 
de

sa

79
.3

60
.0

00

Fasilitasi,
Rekomendasi
dan Koordinasi
Pembinaan
dan
Pengawasan
Pemerintahan
Desa

Jumlah
Desa/Keluraha
n Cepat
Berkembang

D
es

a/
K

el
u

ra
h

an

6 
de

sa

6 
de

sa

79
.3

60
.0

00

6 
de

sa

79
.3

60
.0

00

6 
de

sa

79
.3

60
.0

00

Fasilitasi
Administrasi Tata
Pemerintahan
Desa

Jumlah
Dokumen yang
Difasilitasi
dalam rangka
Administrasi
Tata
Pemerintahan
Desa D

ok
um

en

6 
do

ku
m

en

6 
do

ku
m

en

74
.3

60
.0

00

6 
do

ku
m

en

74
.3

60
.0

00

6 
do

ku
m

en

74
.3

60
.0

00

Fasilitasi
Administrasi
Tata
Pemerintahan
Desa

Jumlah
Dokumen yang
Difasilitasi
dalam rangka
Administrasi
Tata
Pemerintahan
Desa D

ok
u

m
en

6 
do

ku
m

en

6 
do

ku
m

en

74
.3

60
.0

00

6 
do

ku
m

en

74
.3

60
.0

00

6 
do

ku
m

en

74
.3

60
.0

00

Fasilitasi
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Partisipatif

Jumlah
Dokumen
Fasilitasi
dalam
rangka
Perencanaan
Pembangunan
Partisipatif

D
ok

um
en

2 
do

ku
m

en

2 
do

ku
m

en

5.
00

0.
00

0

2 
do

ku
m

en

5.
00

0.
00

0

2
do

ku
m

en

5.
00

0.
00

0 Fasilitasi
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Partisipatif

Jumlah
Dokumen
Fasilitasi
dalam
rangka
Perencanaan
Pembangunan
Partisipatif

D
ok

u
m

en

2 
do

ku
m

en

2 
do

ku
m

en

50
00

00
0

2 
do

ku
m

en

50
00

00
0

2 
do

ku
m

en

5.
00

0.
00

0,
00



g. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

RPD Tahun 2024-2026 Reviu Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2024-2026

Kesesuaian/Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut
Ya Tidak

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tujuan dan Sasaran Daerah Tujuan dan Sasaran Perangkat

Daerah
√ Penetapan sasaran

Perangkat Daerah Pada
Rancangan akhir renja

Telah di sesuaikan
dengan renstra akhir
2024-2026

Sudah disesuaikan

Strategi dan Kebijakan
Daerah

Strategi dan Kebijakan
Perangkat Daerah

√ Penetapan Strategi dan
Kebijakan Perangkat
Daerah

Telah di sesuaikan
dengan renstra akhir
2024-2026

Sudah disesuaikan

Penetapan Indikator
Kinerja Daerah (Sasaran
Strategis Daerah)

Indikator Kinerja Tujuan dan
Sasaran Perangkat Daerah

√ Penetapan Indikator
Kinerja Tujuan dan
Sasaran Perangkat
Daerah

Telah di sesuaikan
dengan renstra akhir
2024-2026

Sudah disesuaikan

Indikasi Rencana Program
Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan

Tujuan dan Sasaran, Program
dan Kegiatan serta Pendanaan
Indikatif

√ Indikator Kinerja
Kegiatan/sub kegiatan
telah mendukung
kinerja program Renja
dan Renstra Perangkat
Daerah

Sudah di isi indikator
kinerja kegiatan dan
sub kegiatan

Sudah disesuaikan



BAB IV
PENUTUP

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2024-2026 dilengkapi dengan lampiran pendukung

sekurang-kurangnya:

1. Pohon kinerja perangkat daerah rekomendasi tim evaluasi AKIP

Kementerian PAN dan RB;

2. Matrik reviu tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2024-2026;

3. Matrik reviu rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat

daerah dan pendanaan indikatifnya tahun 2024-2026;

4. Reviu IKU perangkat daerah tahun 2024-2026;

5. Matrik konsistensi dan penyelarasan antara reviu tujuan dan sasaran

perangkat daerah dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-

2026;

6. Matrik konsistensi dan penyelarasan reviu program, kegiatan, dan sub

kegiatan perangkat daerah beserta pendanaan indikatifnya dengan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

7. Matrik pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Ngluyu, 31 Desember 2024
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